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ABSTRAK 
 
 

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang "Putusan 
Pengadilan Negeri Surabaya No.33/Pid.B/2008/PN.Sby Tentang Pencabulan 
Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan 
Hukum Pidana Islam" Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 
tentang apa Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 
33/Pid.B/2008/PN.Sby dan 
Bagaimana Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Terhadap Putusan Pengadilan 
Negeri Surabaya No. 33/Pid.B/2008/PN.Sby serta Bagaimana Perspektif Hukum 
Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 
33/Pid.B/2008/PN.Sby? 

Data penelitian dihimpun melalui kajian atas isi putusan Pengadilan 
Negeri Surabaya tentang pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur dan 
dokumenter (literature) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif 
analisis serta kesimpulan di peroleh melalui pola berfikir deduktif.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan 
perkara Nomor : 33/Pid.B/2008/PN.Sby.  bagi pelaku pencabulan yang dilakukan 
anak di bawah umur dengan memvonis 6 (enam) bulan, membebankan biaya 
perkara Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dan denda Rp. 1.000 (Seribu Rupiah), selain 
memenuhi Pasal 290 KUHP hakim juga berdasarkan pada pertimbangan hal-hal 
yang memberatkan dan pada hal-hal yang meringankan.  

Menurut UU perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 pasal 81 dan 82 
pelakunya dijatuhi dengan hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan hukuman 
penjara paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000 (Enam 
Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). 

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tidak membolehkan untuk 
menjatuhkan hukuman pidana bagi anak di bawah umur, tetapi dalam rangka 
mendidik dan mengarahkan kepada kemaslahatan, maka anak di bawah umur 
dapat dijatuhi hukuman ta‘zīr. 

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyarankan bagi penegak hukum 
agar dapat melindungi hak-hak anak sebagaimana dalam undang-undang 
tersebut, bagi orang tua agar lebih cermat dalam mengawasi serta mendidik anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang  

Kejahatan dalam kehidupan manusia senantiasa berkembang seiring 

dengan tumbuh kembangnya manusia, yang mana merupakan persoalan yang 

dialami manusia dari waktu ke waktu. Potensi kejahatan manusia 

berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya peradaban manusia itu 

sendiri, semakin modern peradaban manusia semakin besar pulalah potensi 

kejahatan itu terjadi dalam kehidupannya, jika manusia itu tidak mempunyai 

landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.  

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam kehidupan manusia 

dalam membentuk anak sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha 

Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya agar mempunyai landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya 

kejahatan. Anak mempunyai dua potensi, yaitu bisa menjadi baik dan bisa 

menjadi buruk, baik buruknya anak sangat erat kaitannya dengan didikan 

yang diberikan oleh orang tuanya. Hal ini disebabkan karena perkembangan 

fitrah manusia banyak tergantung pada usaha didikan dan bimbingan orang 

tua. Dengan demikian anak hendaklah diberi perhatian dan perlindungan 

ditengah-tengah jaman yang penuh fenomena yang bisa merusak anak agar 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2

masa depannya lebih terarah, karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi 

muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. 1 

Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak 

mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, 

maupun sosial, karena keadaan diri yang tidak memadai, baik sengaja 

maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku 

yang merugikan dirinya dan atau masyarakat. Penyimpangan tingkah laku 

atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh 

berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya 

yang membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat 

berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang 

atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan 

dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri serta pengawasan dari 

orang tua wali dan lain-lain. Akan mudah terseret dalam arus pergaulan 

masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan 

pribadinya. 2 

                                                 
1 Team Media, Himpunan Undang-Undang RI Tentang Peradilan Anak dan Tentang 

Perlindungan Anak, h. 117. 
2  Ibid. h. 34-35. 
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Makin berkembang suatu masyarakat makin berkembang pula 

perbuatannya, termasuk didalamnya corak perilaku kriminalnya. Inilah suatu 

perbuatan pidana yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga 

dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Tersebarnya kasus di 

media massa baik cetak (surat kabar atau majalah) maupun elektronik, berita-

berita tentang pembunuhan, pemerkosaan, atau perbuatan cabul dapat 

mempengaruhi terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan bersama.  

Kejahatan bukanlah sesuatu yang fitri pada diri manusia. Kejahatan 

bukan pula profesi yang diusahakan manusia, juga bukan penyakit yang 

menimpa manusia. Kejahatan atau Jināyah atau disebut juga Jarīmah 3 

menurut bahasa adalah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang 

tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, 

kebenaran, dan jalan yang lurus yaitu agama. 4 Sedangkan kejahatan menurut 

Kamus Hukum adalah perbutan yang dilakukan dengan sengaja dan 

dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri 

sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat. 5 

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke 

waktu, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam 

lingkungan kehidupan manusia. Dalam kenyataan sekarang, setiap negara di 

                                                 
 3  Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Mazhab Syafi'I, h. 479. 

4 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam  
(Fikih Jinayah), h. 9 
 5 Citra Umbara, Kamus Hukum, h. 193. 
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dunia tidak terlepas dari tindakan kriminal, khususnya Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa dan yang 

hebohnya lagi kejahatan itu dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, 

seperti pencabulan dan lain-lainnya. 

Menurut Hari Saherodji, dalam bukunya Abdul Wahid dan 

Muhammad  Irfan yang berjudul “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)” mengartikan kejahatan 

sebagai berikut :  

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada 

waktu tertentu.  

2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.  

3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman atau sesuatu anti sosial yang 

sengaja merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana 

yang boleh dihukum oleh negara. 6 

Timbulnya pelanggaran norma yang dilakukan oleh anak-anak bukan 

hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Semula anak-anak hanya melakukan yang berkisar pada kenakalan saja, 

sekarang perbuatan anak-anak tersebut banyak yang sudah dapat 

dikategorikan ke dalam kejahatan. 

                                                 
6 Abd. Wahid dan Muhammad  Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 

(Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), h. 28 
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Fenomena kekerasan terhadap anak telah terjadi dari jaman dahulu 

hingga sekarang, namun akhir-akhir ini kekerasan seksual atau pencabulan 

baik yang dilakukan anak, orang dewasa, orang tua, ataupun yang lainnya 

mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat, sebab korban dari adanya 

pencabulan biasanya dibuat tidak berdaya, bahkan si anak tersebut menjadi 

trauma bila berjumpa dengan orang dewasa, ini merupakan bentuk 

kekhawatiran keluarga yang ada dalam membentuk anak yang lebih baik.  

Menanggapi fenomena yang terjadi di tanah air, pemerintah telah 

mengeluarkan UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan 

kemudian diperbaruhi dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, yang salah satunya mengatur hak-hak anak dan memberikan sanksi 

bagi setiap pelaku pencabulan yang berhubungan dengan seksual. 

Sebagaimana yang ada dalam UU RI. No. 23 tahun 2002 Pasal 81 (1).  Hak 

tersebut merupakan wujud upaya pemerintah dalam memberikan jaminan 

hak-hak anak sekaligus pemberantasan bagi setiap kejahatan terhadap anak. 

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 

(kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup 

membangkitkan nafsu birahinya kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-

raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada. 7 Yang dikategorikan 

sebagai perbuatan cabul adalah perbuatan zina, perkosaan, pelacuran, 

                                                 
7   R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya, h. 212 
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persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetubuhan 

yang dilakukan di luar ikatan perkawinan antara pria dan wanita di bawah 

umur.  

Sigmund Freud menegaskan bahwa ada 5 (lima) fase perkembangan 

seksual pada anak, yaitu ; 

1. Fase pertama ialah fase oral, mulut (bibir), berlangsung dari umur 1–2 

tahun. 

2. Fase kedua ialah fase anal (dubur) karena ia mengalami kesenangan 

sewaktu buang air besar. Pada fase ini sering dijumpai seorang bayi 

memakan tinja (kotoran). Ini berlangsung pada umur 2 – 3 tahun. 

3. Fase ketiga ialah fase uretral, yaitu ia mengetahui bahwa ia mempunyai 

alat kelamin (�akar bagi laki-laki) yang dapat dimainkannya dan dia 

mengalami kesenangan. Fase ini berlangsug dari umur 3– 5 tahun. 

4. Fase keempat ialah fase falus, seks tidak menonjol. Fase yang sejak ia 

memasuki mencari kesenangan. Ini berlangsung hingga usia remaja. 

Menurut hasil penelitian, pada fase ini kesenangan seksual diperoleh 

melalui dirinya sendiri, ia bersifat aseksual. 

5. Fase kelima ialah fase genital (genitilia), kelenjar dan alat kelamin mulai 

berfungsi dan perhatian terhadap seksual sudah mengarah pada lawan 

jenisnya. Untuk setiap perkembangan anak pada fase ini, mempunyai 

perbedaan cepat lambatnya memasuki fase ini. Pada golongan anak 
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perempuan yang subur dapat terjadi pada usia 9–10 tahun, normalnya 11–

12 tahun. Pada anak laki-laki biasanya terjadi sekitar 15–16 tahun. 8 

Dalam KUHP Bab XIV mengatur kejahatan terhadap kesusilaan yang 

didalamnya terdiri dari 35 pasal di mana terdapat 15 pasal yang mengatur 

tentang kejahatan seksual yang sebagian terbesar mengatur larangan 

hubungan pria dan wanita diluar ikatan perkawinan.9 Dalam delik kesusilaan 

itu tindak pidana pencabulan diatur dalam pasal 289, 290, 292, 293, 294 dan 

295 KUHP.10 

Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan menuntut 

penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka seseorang akan 

mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu 

birahinya. Sebagai konsekuensinya, maka timbul hubungan seks di luar 

ketentuan hukum seperti perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. 

Disinilah sebenarnya peran orang tua dalam melakukan pemantauan perilaku 

dan kemajuan anak, agar perilaku anak mengarah pada kebaikan serta 

menghindarkan anak dari perilaku yang negatif.11 

Mengatasi kejahatan (perbuatan cabul) yang merupakan fenomena 

yang ada dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang 

melatarbelakangi mengapa perbuatan tersebut sampai terjadi. 

                                                 
8  Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangannya Dalam Islam, h. 53 
9  I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, h. 138. 

 10 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, h. xvii-xviii 
11  Moedjiarto, Sekolah Unggul, h. 93-96.  
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Di Surabaya ada peristiwa atau kasus pencabulan antara YA dan DE 

yang menimpa “YA” sebagai korban dan “DE” sebagai pelaku atau terdakwa 

atau tersangka, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya 

No.33/Pid.B/2008/PN.Sby dan Keduanya merupakan anak di bawah umur. 

Peristiwa ini terjadi ketika pelaku (DE) melihat temannya yang 

sedang menyetubuhi korban (YA) sedang pelaku berada didekatnya. 

Mengetahui perbuatan temannya terhadap korban, klien timbul nafsu seksnya 

dan kemaluan klien menjadi tegang. Selanjutnya pelaku ikut menciumi bibir 

korban, meremas-remas payu dara korban dan meraba-raba vagina korban 

dengan jari-jarinya. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai 

tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, penulis 

tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri 

Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara yang ada putusan hakim dalam 

menerapkan UU Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Surabaya dalam 

menyelesaikan perkara tindak pidana pencabulan oleh anak di bawah umur 

sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta ditinjauan dari Hukum Pidana 

Islam tentang perkara tersebut.  
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Dengan demikian, setidaknya harapan penulis bahwa studi ini 

minimal dapat memberikan konstribusi pemikiran dan bahan masukan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan bahwa Hukum Pidana Islam 

sangat fleksibel dan universal serta tidak bertentangan dengan Hukum Pidana 

di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut 

adalah : 

1. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 

33/Pid.B/2008/PN.Sby? 

2. Bagaimana Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/Pid.B/2008/PN.Sby? 

3. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri Surabaya No. 33/Pid.B/2008/PN.Sby? 

 

C. Kajian Pustaka 

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana pencabulan telah banyak 

yang menulis,diantaranya adalah: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Sholihudin, 2004, berjudul : “Pandangan Hukum 

Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua Kepada 
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Anaknya (Telaah Atas Pasal 294 KUHP  Tentang Perbuatan Cabul/ 

Asusila Orang Tua Kepada Anaknya)”. Inti dari skripsi itu menyebutkan 

bahwa sanksi pencabulan yang dilakukan orang tua kepada anaknya 

diatur dalam KUHP dengan jelas. Akan tetapi perlu adanya pertimbangan 

untuk menjatuhkan sanksi atau membuat sanksi baru bagi pelaku 

perbuatan cabul, terutama perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang 

tua. Dalam tinjauan hukum Islam, perbuatan cabul termasuk perbuatan 

zina muhsan, dan pelakunya dapat dirajam sampai mati. Hukum Islam 

menilai perlu adanya penambahan sanksi bagi pelaku perbuatan cabul 

yang tercantum dalam Pasal 294 KUHP. Penambahan sanksi dalam 

hukum Islam diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pencabulan 

yang dilakukan ayah kepada anaknya. 

2. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswi Chotimatul Laili, 1998, berjudul : 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh 

Ayah Terhadap Anak Perempuan Kandungnya dan Penyelesaiannya 

Menurut KUHP”, dalam skripsi tersebut menjelaskan faktor-faktor yang 

menyebabkan pencabulan daripada tinjauan hukumnya. Ada dua faktor 

yang melatarbelakangi munculnya tindak pidana pencabulan terhadap 

anak di bawah umur, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, 

yaitu adanya dorongan seks pelaku yang berlebihan, sehingga tidak 
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mampu mengendalikannya. Sedangkan faktor ekstern, yaitu dikarenakan 

memiliki perekonomian yang tergolong miskin. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Nanik Nur Lailah, 2007, berjudul: "Analisis 

Hukum Pidana Islam Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Anak Di 

Bawah Umur Menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 368/Pid. 

B/2006/PN.LMG)." Inti dari penulisan skripsi ini, yang dibahas yaitu 

analisis  putusan Pengadilan Negeri dalam menerapkan UU No. 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dalam isi putusan 

menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah 

bersifat preventif (Pencegahan), sedangkan dalam Hukum  Pidana Islam 

hanya dikenakan ta‘z�r.  

4. Kemudian Skripsi yang ditulis Ria Uswatun Hasanah, 2004, berjudul : 

“Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana 

Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan 

Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Pencabulan Anak Di Bawah 

Umur)”. Inti dari skripsi tersebut menyatakan bahwa putusan hakim pada 

pelaku tindak pidana pencabulan yang melanggar Pasal 64 (1) KUHP 

jo.293 KUHP dengan dijatuhi hukuman relatif meringankan pelaku, 

sehingga dengan putusan hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun 6 

(enam) bulan tidak memberikan efek jera dan dalam skripsi tersebut lebih 
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menekankan pada landasan hukum yang diputus oleh hakim daripada 

tinjauan hukum Islamnya. 

Sedangkan inti dalam penulisan skripsi kali ini adalah membahas 

putusan hakim dalam memutuskan perkara No. 33/Pid.B/2008/PN.Sby di 

tinjau dari UU perlindungan anak dan Hukum Pidana Islam. Yang mana 

dalam memutuskan hukuman bagi pelakunya hakim menjatuhi dengan 

hukuman yang relatif ringan yaitu 6 (Enam) Bulan Penjara dan denda Rp. 

1.000,- (Seribu Rupiah). 

 
 
   
D. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 

33/Pid.B/2008/PN.Sby. 

2. Untuk mengetahui perspekstif UU No. 23 tahun  2002  tentang 

Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri dalam kasus yang sudah diputus 

oleh Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/Pid.B/2008/PN.Sby. 

3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam tentang pencabulan 

yang dilakukan anak di bawah umur yang sudah diputus oleh Pengadilan 

Negeri Surabaya No. 33/Pid.B/2008/PN.Sby. 
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E. Kegunaan Hasil Penelitian 

Berkaitan dengan judul di atas, maka pembahasan ini mempunyai dua 

jenis kegunaan, yaitu : 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

dibidang tindak pidana Islam yang berkaitan dengan masalah 

pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur. 

b. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian 

berikutnya agar lebih mudah terutama yang  berkaitan dengan 

pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur. 

2. Secara Praktis 

Sebagai sumbangan informasi keilmuan bagi masyarakat tentang 

betapa pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala kekerasan 

terutama pencabulan, dan menanamkan pentingnya menjaga pergaulan 

anak dari pergaulan-pergaulan yang dapat merusak kepribadian anak. 

 
F. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan dalam memahami dan menelaah isi skripsi ini, 

perlu ditegaskan mengenai maksud dari judul ini, perlu dijelaskan arti kata 

berikut : 

Yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 

368/ Pid.B/ 2008/ PN. SBY. Tanggal 4 Pebruari 2008 adalah pernyataan 
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hakim yang sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, 

diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk  mengakhiri atau 

menyelesaikan perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, 

antara para pihak pelaku dan korban pada tanggal, bulan dan tahun yang 

disebutkan dalam putusan No. 33/Pid.B/2008/PN.Sby.12 

Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan 

(kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup 

membangkitkan nafsu birahinya kelamin misalnya: cium-ciuman, meraba-

raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada.13  

Perlindungan Anak menurut UU No. 23 tahun 2002 adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.14 

Pengertian Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah adalah Larangan 

syara' yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syariat (Allah) dengan hukuman had 

atau ta‘zīr.15 

 
 

                                                 
12 Citra Umbara, Kamus Hukum, h. 409   
13  R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya, h. 212 
14 Team Media, Himpunan Undang-Undang RI Tentang Peradilan Anak dan Tentang 

Perlindungan Anak, h. 119 
15 A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, Formalisasi SyariatIslam Dalam 

Perspektif Tata Hukum Indonesia, h. 123. 
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G. Metode Penelitian 

1. Data Yang Dikumpulkan Dalam Penelitian Ini Berupa: 

a. Data tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 

33/Pid.B/2008/PN.SBY. 

b. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 

33/Pid.B/2008/PN.SBY. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa 

sumber primer dan skunder, yaitu : 

a. Sumber  Primer 

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. 

2. UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 

3. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

b.    Sumber  Skunder 
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Dokumen-dokumen resmi dan referensi yang berhubungan dengan 

pembahasan atau kasus ini. 

1. Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Cet I. 

2. Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah 

Prevensinya, Cet. II. 

3. A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam 

Islam), Cet. III. 

 

4. Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, Cet II.  

5. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta 

Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 

 
3. Teknik Pengumpulan Data 

Data ini diperoleh dengan teknik dokumenter (Literature), menurut 

Rianto Adi yang dimaksud dokumenter adalah data yang diperlukan untuk 

menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.16 

Maksudnya adalah bahwa data dari penelitian ini didapat dari dokumen yang 

berupa putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya.  

 
4. Teknik Analisis Data 

                                                 
16 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, h. 61 
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Teknik analsis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni untuk memberikan deskripsi 

mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh 

dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian 

hipotesis.17 Maksudnya, menguraikan kasus tentang hukuman tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur yang diputuskan oleh 

pengadilan negeri Surabaya secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, 

penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sampai 

dengan isi putusannya dan pertimbangan hakim dalam putusan No. 

33/Pid.B/2008/PN.Sby. Kemudian kesimpulannya dilakukan dengan logika 

deduktif, yaitu pendeketan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai 

suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu 

peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang 

bersangkutan.18 Maksudnya menganalisis kasus berdasarkan berkas-berkas 

yang ada, kemudian merujuk kembali pada ketentuan-ketentuan hukumnya 

yang dirumuskan dengan ketentuan UU dan hukum tersebut. 

 
H. Sistematika Pembahasan 

Agar mempermudah pembahasan  masalah-masalah dalam skripsi ini, 

dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, 

                                                 
17 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, h. 6-7 
18 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian., h. 40 
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maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab 

mengandung sub-bab, sehingga tergambar korelasi yang sistematis. Untuk 

selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut : 

Bab  I : Bab ini memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II : Bab ini menguraikan tentang pencabulan dan pertanggung 

jawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam, UU Perlindungan 

Anak No. 23 Tahun 2002 dan hukum pidana umum, meliputi : 

pengertian cabul, pencabulan dalam KUHP, pencabulan dalam 

UU Perlindungan Anak, unsur-unsur pencabulan, 

pertanggungjawaban pidana serta kriteria anak di bawah umur 

menurut UU yang berlaku dan dalam Islam. 

Bab III  : Bab ini menjelaskan tentang data hasil penelitian yang terdiri atas 

status dan kewenangan Pengadilan Negeri meliputi ; wilayah 

hukum, kronologis posisi dan putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya juga pertimbangan hukum dalam putusan No. 

33/Pid.B/2008/PN.Sby. 
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Bab IV :  Bab ini merupakan analisis hukum pidana islam dan UU 

perlindungan Anak atas putusan Hakim Pengadilan Negeri 

Surabaya dalam perkara pencabulan yang dilakukan anak dibawah 

umur. 

Bab  V :  Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PENCABULAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA 

MENURUT UU PERLINDUNGAN ANAK NO. 23 TAHUN 2002, 

HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA UMUM 

 

A. Pencabulan Menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum 

Pidana Umum.  

1. Pengertian  

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang 

melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu 

kelamin, misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggauta kelamin, 

meraba-raba buah dada dan sebagainya. 1 

Menurut R.Soesilo, perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar 

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam ruang 

lingkup membangkitkan nafsu birahi kelamin. Misalnya : cium-ciuman, 

meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada.2 

Pencabulan ini sebenarnya terjadi karena tidak terpenuhinya 

kebutuhan vital (seksual) pada manusia dan jika kebutuhan ini tidak 

terpenuhi dapat mendatangkan gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan 

abnormal. Bila dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi pendidikan, yang 

                                                 
1  R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, h. 306. 
2  R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya, h. 212  
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dimaksud dengan tingkah laku abnormal itu ialah tingkah laku yang 

menyimpang dari norma-norma tertentu dan dirasa mengganggu orang lain 

atau perorangan. 

Dan menurut Sarlito Wirawan tindakan abnormal (perilaku 

penyimpangan seksual dan perilaku penyimpangan etika seksual) itu dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

a. Perilaku penyimpangan seksual karena kelainan pada obyek 

Pada penyimpangan ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran 

pemuasan lain dari biasanya. Pada manusia normal objek tingkah laku 

seksual pasangan dari lawan jenisnya, tetapi pada penderita perilaku 

penyimpangan seksual obyeknya bisa berupa orang dari jenis kelamin 

berbeda, melakukan hubungan seks dengan hewan (betiality), dengan 

mayat (necrophilia), sodomi, oral sexual, lesbians, homoseksual, dan 

pedophilia. 

b. Perilaku penyimpangan etika seksual karena kelainan pada caranya 

Penyimpangan jenis ini dorongan seksual yang dijadikan sasaran 

pemuasan seksual tetap lawan jenis, tetapi caranya bertentangan dengan 

norma-norma kesusilaan dan etika. Yang termsuk perilaku penyimpangan 

etika seksual jenis ini ialah perzinahan, perkosaan, pencabulan, hubungan 

seks dengan saudaranya (muhrim) sendiri, melacur, dan sejenisnya. 
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Perilaku penyimpangan seksual ini mempunyai banyak beragam jenis. 

Jenis-jenisnya adalah sadisme (pemuasan seksual dengan cara menyakiti 

lawan jenisnya bahkan tidak jarang sampai meninggal dunia), masochisme 

(pemuasan seksual yang dilakukan dengan cara menyakiti dirinya sendiri), 

exhibitionisme (pemusan naafsu seks dengan cara menunjukkan organ 

seksual pada orang lain), scoptophilia (pemuasan nafsu seksual dengan cara 

mengintip orang melakukan hubungan seksual), veyourisme (pemuasan nafsu 

seksual yang dilakukan dengan cara mengintip orang mandi, sedang ganti 

pakaian, melihat wanita telanjang, gambar telanjang atau setengah 

telanjang), troilisme (pemuasan nafsu seksual dengan cara saling 

mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain atau dengan patnernya), 

transvestisme (pemuasan nafsu seksual dengan cara memakai baju lawan 

jenisnya), trans-seksualisme (kecenderungan pemuasan nafsu seksual dengan 

cara ganti alat kelamin), seksual oralisme atau oral seksual (pemuasan 

seksual dengan cara memadukan mulut dengan alat kelamin), sodomi atau 

non vaginal coitus (pemuasan seksual yang dilakukan melalui dubur), 

homoseksual (pemuasan nafsu seksual dengan cara berhubungan badan 

dengan sesama jenisnya), pedhofilia (pemusan seksual dengan anak-anak 

sebagai objek), bestiality (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan pada 

binatang), zoophilia (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara 

mengelus-elus binatang), necrophilia (pemuasan nafsu seksual yang 
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dilakukan dengan cara mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang 

sudah meninggal atau mayat), pornografi (pemuasan nafsu seksual yang 

dilakukan dengan cara melihat gambar-gambar telanjang, membaca bacaan 

porno, menonton film romantis yang menjurus kepornografi, film adegan-

adegan seksual erotik), obscenity (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan 

dengan cara mengeluarkan kata-kata kotor, humor seksual), fetishisme 

(pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menggungakan symbol 

dari lawan jenisnya terutama pakaian), soliromantis (pemuasan nafsu seksual 

yang dilakukan dengan cara mengotori lambing seksual dari orang yang 

disenangi), mysophilya (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara 

menggungakan benda-benda kotor), onani atau masturbasi (pemuasan nafsu 

seksual yang dilakukan dengan cara menggunakan tangan, yaitu menggesek-

gesek bagian alat kelamin hingga mencapai orgasme atau menggungakan alat 

Bantu lainnya.). 

Sedangkan perilaku penyimpangan etika seksual juga mempunyai 

beragam jenis. Jenis-jenisnya adalah frottage (pemuasan nafsu seksual yang 

dilakukan dengan cara meraba-raba orang yang disenangi (bukan suami istri), 

meraba bagian yang sensitive pada lawan jenisnya sampai melakukan 

hubungan seksual), incest (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan 

mengadakan hubungan kelamin dengan kerabatnya sendiri), wife-wapping 

(pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara berganti-ganti 
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pasangan, saling menukarkan pasangannya dengan pasangan-pasangan orang 

lain), melacur (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan perempuan 

pelacur), zina (pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan mengadakan 

hubunga kelamin pada wanita lain selain istrinya yang sah dengan cara suka 

sama suka atau tidak pakai bayaran atau upah), selingkuh (pemuasan nafsu 

seksual yang dilakukan dengan orang yang dicintai tetapi belum 

melangsungkan akad nikah). 3  

2. Hukum Pencabulan 

a. Pencabulan dalam UU Perlindungan Anak 
 

Berdasarkan pasal-pasal yang ada di KUHP, maka dalam UU 

Perlindungan Anak tidak mengatur secara tersendiri antara sub-bab 

pemerkosaan dan sub-bab pencabulan. UU perlindungan anak ini dibuat 

secara khusus untuk melindungi anak yang selama ini menjadi korban 

kekerasan bahkan melakukan tindak pidana. Dengan diberlakukannya UU 

Perlindungan Anak, agar masyarakat maupun anak-anak tidak semena-

mena melakukan perbuatan melawan hukum. 

Di KUHP seperti Pasal 45, 46, 47 memberikan perlindungan 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tetapi sebaliknya dalam 

Pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297, dan lain-lain memberikan 

perlindungan terhadap anak di bawah umur dengan memperberat 

                                                 
3  Yatimin, Etika Seksual, h. 55-57 
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hukuman dan mengkualifikasi sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan 

tertentu terhadap anak. 

Sesuai dengan pasal-pasal yang dijelaskan di KUHP mengenai 

kejahatan kesusilaan atau perbuatan cabul, maka pencabulan yang 

dilakukan anak di bawah umur juga dijelaskan dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak. Berikut bunyi uraian pasalnya : 

Pasal  81 ; 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling 
lama 15 (Lima Belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
denda paling banyak  Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) 
dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh juta Rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.4 

Pasal  82 ; 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima 
Belas) tahun dan paling singkat  3 (Tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp. 
60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)”.5 

 
Dalam KUHP pencabulan yang dilakukan oleh seseorang, wujud 

perbuatannya adalah dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, 

                                                 
4  Team Media, Himpunan Undang-Undang RI Tentang Peradilan Anak dan Tentang 

Perlindungan Anak, h. 148 
5  Ibid, h. 148-149 
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memaksa seseorang, membujuk seseorang, memberi atau menjanjikan uang 

atau barang dengan penyesatan, sengaja memudahkan dilakukannya 

perbuatan cabul, membiarkan dilakukan perbuatan, bersetubuh di luar 

perkawinan.  

Korban dari pencabulan adalah orang yang pingsan atau tidak 

berdaya, belum berumur 15 (lima belas) tahun atau belum waktunya kawin,  

sesama kelamin, belum dewasa, anak tiri, anaknya, anak angkat, anak di 

bawah pengawasannya. Sanksi pencabulan mulai dari 9 (sembilan) tahun 

(Pasal 289), 7 (tujuh) tahun (Pasal 290, 294), 5 (lima) tahun (Pasal 292, 293 

(1), 295 (1 ke 1)), 4 (empat) tahun (Pasal 295 (1 ke 2)), selain itu pula 

pidananya dapat ditambah sepertiga, kalau kejahatan itu dijadikan sebagai 

mata pencaharian (Pasal 295 (2)). 

Dalam UU Perlindungan Anak pencabulan yang dilakukan oleh 

seseorang, wujud perbuatannya adalah melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, melakukan persetubuhan, melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan membujuk anak, membiarkan dilakukan cabul. Korban dari 

pencabulan tersebut adalah anak-anak. Sanksi yang diberikan dalam pasal ini 

adalah paling lama 15 (lima belas) tahun, paling singkat 3 (tiga) tahun, denda 

paling banyak Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Juta) paling sedikit Rp. 

60.000.000,00 (Enam Puluh Juta). 

a. Hukum pencabulan dalam KUHP 
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Masalah yang berhubungan dengan kesusilaan dalam KUHP 

khususnya pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur terhadap anak di 

bawah umur atau seseorang yang cukup umur, dijerat dalam Pasal 290 ayat 

(2) dan (3), Pasal  292, 293, 294 ayat (1) dan Pasal 295. Sedangkan 

pencabulan yang dilakukan dengan kekerasan dijerat Pasal 289. 

Berikut bunyi uraian Pasal-pasalnya : 

Pasal  289 ; 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 
karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, 
dipidana penjara paling lama sembilan tahun”.6 

 
Pasal ini masuk dalam kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan 

perbuatan (feitelijke aanranding der eerbaarheid) dirumuskan sebagai: 

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau 

membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul (ontuchtige 

handelingen) dengan ancaman hukuman maksimun sembilan tahun.7 

Pasal  290 ; 

 “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun” 

2 :  Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal  
diketahuinya atau sepatutnya atau diduganya bahwa umurnya belum 
lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan 
belum waktunya untuk dikawin. 

3 : Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya 
menduganya bahwa umur orangnya belum lima belas tahun atau kalau 

                                                 
6  Trinity, Kitab Undang-Undang Hukum dan Acara Pidana KUHP dan KUHAP, h. 90. 
7  Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, h. 118. 
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umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya kawin, untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh 
di luar perkawinan dengan orang lain. 
 

Pasal ini merupakan perlindungan bagi anak atau remaja. Kemudian 

dengan adanya kata “diketahuinya atau dapat disangka” merupakan unsur 

kesalahan terhadap umur, yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak 

atau remaja tersebut belum lima belas tahun.8 

Pasal di atas terdapat kata “membujuk” sebagaimana dibuat oleh 

Pasal  55  ayat (1) ke-2. Tetapi “membujuk” dalam pengertian Pasal  55  ayat 

(1) ke-2 dimaksudkan untuk berbuat “bukan untuk” membiarkan dilakukan. 

Tampaknya Pasal 55 ayat (1) ke-2 mensyaratkan “aktif” sedang “membujuk” 

yang dirumuskan Pasal 290 ke-3 KUHP dapat bersifat “aktif” dan juga dapat 

“pasif”. 

Hal ini sebagaimana diutarakan oleh  J.M. Van Bemmelen dikutip 

oleh Leden Marpaung dalam kitabnya, bahwa cara-cara yang digunakan 

untuk menaklukan atau merayu adalah sebagai berikut : 

a. Pemberian 

b. Perjanjian 

c. Salah memakai kekuasaan (Misbruik van Gezeg) 

d. Menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan 

e. Kekerasan 

                                                 
8 L. Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, h. 66 
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f. Ancaman 

g. Tipu 

h. Memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan.9 

 
Pasal  292 ; 

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama 
kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, dihukum 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. 

 
Pasal ini merupakan perlindungan bagi orang suka dengan sesama 

jenisnya, misal homoseksual, lesbian, pasangan sesama jenis. 

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, bukanlah solusi yang tepat 

untuk memberantas pasangan sesama jenis. Walaupun dalam kenyataannya 

dilakukan oleh kedua belah pihak bersama-sama, namun yang dijatuhi 

hukuman hanyalah seorang yang dianggap dewasa.  Akan tetapi bagi orang 

yang di bawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseksual 

atau lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangan masa depannya.10  

Dan pencabulan homoseksual bukan dikategorikan sebagai perbuatan 

tindak pidana. Di sisi lain yang menjadi keganjalan ialah  diperbolehkannya 

melakukan perbuatan homoseksual antara dua orang yang belum dewasa. 

                                                 
9  Ibid, h. 62-63 
10  Ibid, h. 67-68 
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Pada RUU KUHP Pasal 292 KUHP diambil alih dengan perubahan 

mengenai ancaman hukuman pidana, yakni menjadi paling lama tujuh tahun 

dan paling rendah satu tahun (Pasal 393 atau 14.17 RUU KUHP). 

Sedangkan di penjelasan resmi  RUU KUHP menjelaskan sebagai 

berikut : 

“ ………. Unsur-unsur lain dari pasal  ini adalah bahwa perbuatan 
cabul dilakukan dengan orang lain yang sesama kelamin. Pelaku 
mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa orang lain sama 
kelamin itu dewasa ….” 

 
Pasal  293 ; 

(1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, 
menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau 
dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan 
baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya, 
diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun. 

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap 
dirinya dilakukan  kejahatan itu. 

(3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74  bagi pengaduan ini adalah 
masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.11 

 
Ayat (1) pasal ini diambil alih oleh Pasal  394 (14.18) RUU KUHP dengan 

tambahan “persetubuhan”. 

Penjelasan resmi RUU KUHP terhadap pasal tersebut dirumuskan 

sebagai berikut : 

“Pasal ini hampir sama dengan Pasal  293  KUHP lama. Tindak 
pidana menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum 
dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau 

                                                 
11 Trinity, Kitab Undang-Undang Hukum dan Acara Pidana KUHP dan KUHAP, h. 91 
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persetubuhan  dengannya atau membiarkan terhadap diriya dilakukan 
perbuatan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana menggerakkan 
seseorang itu adalah memberi hadiah atau berjanji akan memberi 
uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku lain 
menylahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau 
dengan demikian menesatkan orang tersebut. Orang disesatkan atau 
digerakkan itu haruslah belum dewasa atau dikatakan belum deasa 
atau patut harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa. 
Tindak pidana ini adalah tindak pidana biasa dan bukan tindak 
pidana aduan dan mengingat seriusnya dan oleh karenanya diadakan 
minimum khusus.” 

 
RUU KUHP tersebut terhadap kejahatan Pasal 293  KUHP, lebih 

tepat karena lebih dapat diterima akal sehat bahwa kejahatan terhadap orang 

yang belum dewasa merupakan tindak pidana biasa.12    

Pasal  294 ; 

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, 
anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, 
atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, 
pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan 
bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun penjara. 

 

Pasal itu ditujukan kepada orang tua yang mencabuli anak 

kandungnya yang belum dewasa, kalau secara hukum perlu perlindungan dari 

orang tua. 

Menurut pasal ini, perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan 

dengan mereka yang dikategorikan khusus, yaitu yang dipercayakan padanya 

untuk diasuh, dididik, atau dijaga. 13 

                                                 
12 L. Marpaung, Kejahatan …., h. 69 
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Pasal 295 ; 

(1) Diancam : 

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Barangsiapa 
sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan 
cabul oleh anaknya, anak tirinya atau anak piaraannya, anak yang 
di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang 
belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau 
penjagaannya, diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau 
bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain. 

2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Barangsiapa 
dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul 
kecuali yang tersebut dalam butir (1) di atas, yang dilakukan oleh 
orang yang diketahuinya belum dewasa atau sepatutnya harus 
diduganya demikian, dengan orang lain. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan sebagai pencarian atau 
kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiganya. 
 

Menyebabkan atau memudahkan itu harus dilakukan dengan sengaja, 

misalnya : 

Seorang ibu membiarkan anaknya yang masih di bawah umur tanpa 

orang lain berduaan dengan seorang laki-laki dalam sebuah kamar, menurut 

Hoge Raad (tanggal 1 Mei 1931) telah dengan sengaja memudahkan anaknya 

melakukan perbuatan cabul. 

Pasal itu hampir sama dengan Pasal 295  KUHP lama ; 
 

“Tindak pidana ini terdiri atas menghubungkan atau memudahkan orang 
lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan orang-orang 
terentu yang disebut dalam pasal ini. Dalam ke-2 orang lain yang disebut 
dalam ke-1 dirumuskan secara umum, yaitu mereka yang diketahuinya 
atau patut harus mendengarkan belum dewasa. Menurut ayat kedua pasal 

                                                                                                                                           
13 Ibid, h. 70 
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ini tindak pidana tersebut ancamannya diperberat secara khusus jika 
dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan.”14 

 
 Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa pencabulan itu erat 

hubungannya dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran mengenai 

kesopanan (zeden delicten) atau kesusilaan.  

Dari uraian kedua undang-undang tersebut, perbedaannya sangat 

mencolok sekali, mulai dari sanksi, pelaku, korban serta cara yang 

digunakan. Kedua undang-undang tersebut memberikan persamaan, yakni 

sama-sama membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jika dari sanksi dalam 

KUHP tidak memberikan ancaman minimal dan tidak menyebutkan adanya 

pidana denda. Pasal-pasal tersebut sangat jelas perbedaannya jika 

dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan 

Anak, sanksi tersebut diharapkan agar pelaku benar-benar jera menginsafi 

tindakannya dan mencegah tidak terulanginya kembali perbuatan yang sama. 

 

B. Pencabulan Menurut Hukum Pidana Islam  

1. Pengertian  

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut 

juga َ15فَسُق dan secara bahasa diartikan :  

a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan. 

                                                 
14 Ibid., h. 71-72 

 15  Ahmad Sya'bi, Kamus Al-Qalam, h. 187. 
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b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa. 

c. Sesat, kufur. 

d. Berzina.16 

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila 

melihat dari definisi cabul secara bahasa pencabulan berarti perbuatan yang 

keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan 

mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. 

Secara mudah pencabulan juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan 

yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai 

pada bentuk pada hubungan kelamin. Misalnya laki-laki meraba buah dada 

seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral 

seks, menggauli atau mencabuli dan lain-lain. 

Bentuk perbuatan pencabulan dalam pandangan Islam masuk kategori 

zina karena pencabulan itu bagian atau menuju perzinahan sebagaimana 

dijelaskan hadīś Rasulullah saw :  

أَحْمَدُ بْنُ رواه  (انُطَيْا الشَمَهُثَلَ ثَنَّإِ فَمٍرِحْمُ بِهُ لَتْسَيْ لَةٍأَرَامْبِ مْكُدُحَ اَنَّوَلُخْ يَلاَ
  17)حَنْبَلٍ

 
Artinya : “Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu bersepi-sepi 

dengan seorang perempuan (yang bukan mahram) karena yang 
ketiga adalah setan”. (HR. Ahmad ibnu Hambal)18. 

 
                                                 
 16  Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, h. 1055. 

17  Muhammad 'Abdus  Salam 'Abdus Syafi, Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal, I, h. 24 
18  A. Djazuli, Fiqh Jinayah, h. 37-38 
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2. Hukum Pencabulan  

Dalam Islam pencabulan dilarang karena masuk kategori hukum zina. 

Sebagaimana firman Allah swt. yang terdapat dalam surat al-Isrā’  ayat 32 :  

  19سَبِيلاَ ءَوَساۤ حِشَةًفَٰ كاَنَ,إنَّهُ لزِّنَىٰٰۤٱ تَقْرَبُواْ َلاَو
  

Artinya :  “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.20 

 
Menurut pengamatan Ulama' al- Qur'an, ayat-ayat yang 

menggunakan kata janganlah mendekati seperti ayat, biasanya merupakan 

larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk 

melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna 

larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi 

mengantar pada kepada langkah melakukannya, seperti perbuatan cabul 

dekat dengan perbuatan perzinahan. 21 Sebagaimana dalam syariat islam 

terdapat suatu kaidah mengenai prinsip keharaman yang berbunyi : 

  ِّالْحَرَام فَهُوَ الْحَراَمِ اِلَى ىأَدَّ ماَ إِنَّ

Artinya :  “Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka 
hukumnya adalah haram”.22 

 

                                                 
19  Departemen Agama, Al-Qur'anul Karim, h. 227 
20  Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 38 
21  M. Quraish Shihāb, Tafsir al- Mishbāh, Vol. 7 h. 466. 
22  Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 9.  
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Oleh sebab itu semua yang menjadi pendahuluan untuk mendekatinya 

adalah dilarang, seperti mencium, meraba dan segala perbuatan yang dapat 

mendekati zina. Allah swt telah melarang hambanya untuk mendekati zina, 

serta segala hal yang dapat menyebabkan dekat dengan perbuatan zina. Dan 

semua itu demi keutamaan manusia, karena sangat berbahaya. Maka dari itu 

perilaku seksual yang termasuk perbuatan cabul dilarang dan diharamkan 

dalam syariat Islam. 

Sebagian fuqahā’ ada yang mendefinisikan zina sebagai 

persenggamaan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan pada 

vaginanya perempuan tersebut bukan miliknya atau bukan karena adanya 

keserupaan milik (syubhat al-milk).23 

Para fuqahā’ (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina yaitu 

melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan żakar (kelamin pria) 

ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena subhāt dan  

atas dasar syahwāt.24  

Perzinahan ialah persetubuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh 

seseorang pria dan wanita di luar nikah yang sah, dan keduanya mengetahui 

bahwa perbuatan itu dilarang keras oleh agama.25  

                                                 
23  Ridwan, Limitasi Hukum Pidana Islam, h. 23 
24  Zainuddin Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, h. 106    
25  Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S., Fiqh Madzhab Syafi’i, h. 547  
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Ibn Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan 

bukan karena nikah yang sah atau semu nikah dan bukan karena pemilikan 

hamba sahaya.26  

Sedangkan zina yang mewajibkan hukuman ada yang mendefinisikan 

memasukkan kemaluan laki-laki sampai tekuknya kedalam kemaluan 

perempuan.27  

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa pendapat di 

atas, dapat dijelaskan  bahwa hakikat yang merupakan kriteria dari 

perzinahan yaitu : 

b. Zina itu perbuatan memasukkan apa yang bernama alat kelamin laki-laki 

atau żakar  ke dalam alat kelamin perempuan. Maksudnya apa saja yang 

dimasukkan selain dari żakar tidak disebut zina, begitu pula memasukkan 

zakar ke lubang mana saja dari tubuh perempuan selain vagina tidak 

disebut zina. 

c. Perbuatan hubungan kelamin itu pada hakikatnya adalah haram. Hal ini 

mengandung arti bila keharamannnya itu dikarenakan faktor luar atau 

keadaan, tidak disebut zina. Umpamanya suami haram melakukan 

hubungan kelamin dengan isterinya yang sedang menstruasi. Keharaman 

di sini bukan karena substansinya tetapi karena faktor luar. 

                                                 
26  Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), h. 69 
27  Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, h. 436 
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d. Perbuatan hubungan kelamin itu pada dasarnya secara alamiah disenangi, 

yaitu dengan manusia yang hidup. Hal ini berarti hubungan kelamin 

dengan mayat dan hewan tidak disebut zina. 

e. Perbuatan hubungan kelamin itu disebut zina dengan segala akibat 

hukumnya bila pada perbuatan itu telah bebas dari segala kemungkinan 

kesamaran atau subhāt, seperti bersetubuh dengan perempuan yang 

diyakini sebagai isterinya, akan tetapi justru orang lain.28 

Adapun perbuatan zina yang dapat dikenai hukuman, apabila 

perbuatan itu memenuhi dua unsur zina, sebagai berikut : 

a. Persetubuhan yang diharamkan (ُالوَطْءُ الْمُحَرَّم) 

Persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan dalam farji 

(vagina). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan laki-laki (kasyafah) 

telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina 

walaupun ada penghalan antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji 

(kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak 

menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. 

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai 

zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. 

Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak 

milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak 

                                                 
28 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, h. 276  
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dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena 

suatu sebab. Misalnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau 

sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan itu semuanya dilarang, tetapi 

tidak dianggap sebagai zina. 

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan 

tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, 

melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam 

dengan hukuman ta‘zīr, walaupun perbuatannya itu merupakan 

pendahuluan dari zina. Contohnya seperti mufakhadzah (memasukkan 

penis diantara dua paha), atau memasukkannya kedalam mulut, atau 

sentuhan-sentuhan diluar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang 

lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman ta'zir. 

Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita 

asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. 

Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan 

terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman 

ta‘zīr.29 

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum 

Sedangkan unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat 

dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku 

                                                 
29  Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 8-9. 
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melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita 

yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan 

demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan 

sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram 

maka ia tidak dikenai hukuman had. Contohnya seperti seorang laki-laki 

menikah dengan seorang wanita yang sudah punya suami tapi 

dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah 

dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai 

pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa 

wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami terdahulu 

Melawan hukum atau sengaja berbuat ini harus disertai dengan 

melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. 

Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya 

perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan 

yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun 

sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas 

perbuatan yang dilakukannya. Contoh seperti seseorang yang bermaksud 

melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki 

kamarnya yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan 

dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, 
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karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan 

hukum. 

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan 

hukum. Pada prinsipnya dinegeri islam alasan tidak tahu hukum tidak 

bisa diterima sebagai alasan untuk dihapuskannya pertanggungjawaban 

pidana. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan zina dengan 

alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak 

bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak dapat 

menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina yang telah 

dilakukannya. Akan tetapi, para fuqoha membolehkan penggunaan alasan 

tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya 

untuk mengetahui hukum. Misalnya, seorang muslim yang baru saja 

menyatakan keislamannya tetapi lingkungan tempat tinggalnya bukan 

lingkungan islam, sehingga sulit baginya untuk mempelajari hukum-

hukum islam. Atau contoh lain seperti orang yang gila kemudian sembuh 

tetapi ingatannya belum sempurna lalu ia berzina, dan karena ingatannya 

belum sempurna, ia masih belum sadar betul bahwa zina itu dilarang oleh 

hukum. 

Apabila seseorang mengaku tidak tahu tentang fasid atau 

batalnya suatu pernikahan yang mengakibatkan persetubuhannya bisa 

diangap sebagai zina, sebagaian ulama berpendapat bahwa alasan tidak 
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tahunya itu tidak bisa diterima, karena itu bisa mengakibatkan gugurnya 

hukuman had. Itu merupakan kewajiban setiap orang untuk mengetahui 

setiap perbuatan yang dilarang oleh syara. Akan tetapi, sebagian ulama 

yang lain berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu bisa diterima, 

dengan alasan bahwa untuk mengetahui hukum diperlukan pemahaman 

dan kadang-kadang hal itu sulit bagi orang yang bukan ahlinya. Dengan 

demikian, menurut pendapat yang kedua tidak tahu hukum tersebut 

merupakan subhat atau keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan 

berada diantara dua ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak yang 

dapat menggugurkan hukuman had, tetapi tidak membebaskannya dari 

hukuman ta‘zīr.30 

 
C. Unsur-unsur Pencabulan 

Dalam hukum pidana, tidak semua bentuk perbuatan dikategorikan 

sebagai perbuatan pidana yang dapat dituntut untuk dijatuhkan hukuman. 

Adapun perbuatan yang oleh hukum pidana dikategorikan sebagai perbuatan atau 

peristiwa  atau tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum yang larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.31  

                                                 
30  Ibid, h. 25-26. 
31  Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 54. 
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Suatu delik, tidak terkecuali delik pencabulan dapat dikatakan sebagai 

delik kalau memenuhi unsure-unsur pidananya. Dan unsure-unsur itu terdiri dari: 

1. Obyektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum 

dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. 

Titik utama dari unsure obyektif ini adalah tindakannya 

2. Subyektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh 

undang-undang. Inti dari sifat unsure ini adalah mengutamakan adanya 

pelaku (seorang atau beberapa orang). 

Bila dilihat dari unsure pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dinyatakan 

sebagai peristiwa (delik) pidana. Dan syarat-syaratnya adalah: 

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya adalah bahwa memang benar-benar 

ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. 

Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami 

oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa. 

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan 

hukum. Artinya perbuatan itu sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi 

ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar 

telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib 

mempertanggungjawabkannya atas yang di perbuatnya. Berkenaan dengan 

syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak 
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dapat dipersalahkan dan pelakunya tidak perlu 

mempertanggungjawabkannya. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu 

seperti, beberapa orang yang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari 

ancaman orang lain yang menganggu keselamatannya dan dalam keadaan 

darurat. 

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Harus berlawanan dengan hukum. 

5. Harus tersedia ancaman hukumannya.32 

 
D. Pertanggungjawaban Pidana 

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan 

seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk 

didalamnya pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa 

yang diupayakan tersebut atas dasar kemauan sendiri. 

Sebagai salah satu unsur dalam terjadinya suatu jarīmah, yaitu sebagai 

unsur moriil, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal : 

1. Adanya perbuatan yang dilarang. 

2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. 

3. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. 33 

                                                 
32  R. Abdoel Djamal, Pengantar Hukum Indonesia, h. 159-160. 
33  Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 175 
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Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula 

pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula 

pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang 

yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar 

pertanggungjawaban pada mereka tidak ada. Sebagaimana hadis nabi yang 

diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud yang artinya dari Aisya ra. Ia 

berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari 

orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan 

dari anak kecil sampai ia dewasa.34 

Konsep yang dikemukakan oleh syari‘at Islam tentang 

pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur didasarkan atas dua perkara, 

yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (irādah dan ikhtiyār). Oleh karena itu, 

kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui 

hidupnya, dimulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara 

tersebut.  

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia 

dilahirkan sampai ia dewasa: 

1. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir 

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, 

dengan kesepakatan para fuqahā’. Pada masa tersebut seseorang anak 

                                                 
34  Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),  

h. 74-75. 
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dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan anak 

belum tamyīz. Kemampuan berpikir anak bisa terjadi sebelum usia tersebut, 

yakni tujuh tahun, akan tetapi kadang-kadang terlambat. Seorang anak yang 

belum berusia tujuh tahun menunjukkan kemampuan berpikir, tetapi ia tetap 

dianggap belum tamyīz, karena yang menjadi ukuran ialah kebanyakan orang 

bukan perseorangan. Oleh karena itu para fuqoha' berpedoman pada usia 

dalam menentukan batas-batas tamyīz dan kemampuan berpikir, agar 

ketentuanitu dapat bisa berlaku untuk semua orang dan untuk menghindari 

kekacauan hukum. Perbuatan jarīmah yang dilakukan oleh anak di bawah 

umur tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau 

sebagai pengajaran. 

Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban perdata, 

yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni memberikan ganti kerugian 

terhadap kerugian yang diderita oleh harta milik atau dari orang lain. 

2. Masa Kemampuan Berpikir Lemah 

Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai 

kedewasaan, (balig), dan kebanyakan fuqahā’ membatasinya sampai lima 

belas tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia 

dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang 

sebenarnya. 
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Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas 

tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh 

belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama 

Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu hanifah. 

Pada masa tersebut seseorang anak tidak dikenakan 

pertanggungjawaban pidana atas jarīmah atau kejahatan yang dilakukannya, 

akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya 

berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman 

pengajaran (ta'dibiyah) bukan sebagai hukuman pidana, dan oleh karena itu 

kalau anak tersebut berkali-kali memperbuat jarīmah dan berkali-kali pula 

dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap pengulang kejahatan. Untuk 

pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari 

pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatannya merugikan orang lain, 

baik hartanya maupun jiwanya. Karena harta dan jiwa dijamin 

keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat 

menghapuskan jaminan tersebut. 

3. Masa Kemampuan Berpikir Penuh 

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia dewasa, yaitu 

usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqahā’ atau delapan belas tahun 

menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari 
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mazhab Maliki. Pada periode ini anak dikenakan pertanggungjawaban pidana 

atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun macam dan jenisnya. 35 

 
 
 
 

E. Pengertian Anak Di Bawah Umur Menurut UU Yang Berlaku 

1. Pengertian Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Indonesia 

a. Undang-Undang Peradilan Anak (Undang-Undang No. 3 tahun 1997) 

Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak 

nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) 

tahun saja. Sedangkan yang dimaksud belum pernah menikah, yakni 

tidak terikat dalam perkawinan ataupun sudah pernah menikah dan 

kemudian cerai. Apabila si anak sedang dalam perkawinan atau 

perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah 

dewasa, walaupun umurnya belum genap  18 (delapan belas) tahun. 

b. Anak dalam hukum perburuhan 

Pasal  1 (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 

tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan 

berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah. 

c. Anak menurut Hukum Perdata 

                                                 
35  Ibid, h. 132-134. 
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Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka 

yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak 

lebih dahulu telah kawin. 

d. Anak menurut KUHP 

Pasal  45  KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum 

berumur 16 (enam belas) tahun. 

e.  Anak-anak Menurut Undang-Undang Perkawinan 

Pasal 7 (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No. 1 

tahuhn 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila ia 

telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun.  

f. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan Anak 

mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan 

belum pernah kawin.36 

2. Pengertian Anak Di Bawah Umur  Menurut Hukum Islam  

a. Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun hingga mencapai 

kedewasaan (balig) dan fuqahā’ membatasinya dengan usia 15 (lima 

belas) tahun, yaitu masa kemampuan berpikir lemah (tamyīz yang belum 

                                                 
36 Darwin Print, Hukum Anak,  h. 2-3 
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balig). Jika seorang anak telah mencapai tersebut, maka ia dianggap 

dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. 

Hal ini sesuai dengan hadīś Nabi saw : 

 ابْنُ وَهُوَ دِحُأُ مَوْيَ عُرِضَهُ  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ االله صَلَّى النَّبِيَّ أَنَّ : الَقَ رَمَعُ نِابْ نِعَ
 ةًنَسَ ةَرَشْعَ سَمْخَ ابْنُ وَهُوَ قِدَنْخَالْ مَوْيَ هُضَرِعُوَ, هُزْجِيُ مْلَفَ ةًنَسَ ةَرَشْعَ عَبَرْاَ
   37)داود ابى رواه (هُازَجَأَفَ

 
 
Artinya :  “Diriwayatkan dari Ibnu Umar : “Bahwasannya Ibnu Umar 

menawarkan diri kepada Rasulullah Saw untuk ikut perang 
uhud sedangkan ia berusia empat belas tahun,  maka Nabi 
Saw tidak membolehkannya, dan ia menawarkan lagi kepada 
Nabi Saw pada perang khandaq sedangkan ia berusia lima 
belas tahun, maka Nabi Saw membolehkannya”. (HR. Abu 
Dawud)38 

 
b. Imam Abu Hanifah membatasi Kedewasaan atau balig pada usia 18 

(delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) 

tahun, dan 17 tahun untuk perempuan begitu pendapat yang terkenal 

dalam mażhab Maliki.39  

Masa Tamyīz dimulai sejak seorang anak mencapai usia 

kecerdikan atau setelah mencapai usia lima belas tahun atau telah 

menunjukkan balig alami. Balig alami yang berarti munculnya fungsi 

                                                 
37 Sinjistani, al, Abi Dawud Sulaiman Ibnu As'as, Sunan Abi Dawud, III, h. 145 
38  Mundziry, al, Hafidz, Mukhtashar Sunan Abu Dawud, di Terjemahkan oleh Bey Arifin, 

Tarjamah Sunan Abi Dawud, h. 744-745 
39  Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), h. 134. 
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kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa laki-laki dan 

wanita sempurna. Sebagaimana firman Allah Swt : 

Artinya :  “Dan ujilah (mengadakan penyelidikan terhadap mereka 
tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan, dan lain-
lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercaya) anak 
yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian 
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-
hartanya…..”. (QS. An-Nisa’ : 6)40 

Balig alami  pada anak terjadi apabila : 

1) Telah keluar mani (sperma). 41 

2) Tumbuhnya rambut pada anak, yang dimaksud adalah rambut hitam 

yang lebat di sekitar kemaluan, bukan semua rambut yang ada pada 

anak.  

Hal ini sesuai dengan hadīś Nabi Saw : 

 نْمَفَ, نَوْرُظُنْوا يَانُكَ فَةَظَيْرَى قُنِ بَيِبْ سَنْ مِتُنْكُ : الَ قَيِّظِرَقُ الْةَيَّطِعَعَنْ 
 رواه أبو. (تْبِنْ يُمْ لَنْمَيْ فِتُنْكُفَ, لْتَقْ يُمْ لَتْبِنْ يُمْلَ نْمَوَ, لَتِ قُرَعْ الشَّتَبَنْأَ

  42)داود
 
Artinya : “Dari Atiyah Qurodzy, ia berkata : Saya adalah termasuk 

salah satu tawanan perang dari bani Qurodzy, mereka para 
shahabat mengawasi barang siapa telah dewasa dengan 
tumbuhnya bulu kerempungnya, maka dia dibunuh. Kalau 
belum tumbuh, ia  tidak dibunuh. Aku diantara anak yang 
belum tumbuh bulu kerempungnya.”(HR. Abu Dawud)43 

 

                                                 
40  Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 78 dan 80 
41  Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, h. 316 
42  Sinjistani, al, Abi Dawud Sulaiman Ibnu As'as, Sunan Abi Dawud, III, h. 145 
43  Mundziry, al, Hafidz, Mukhtashar Sunan Abu Dawud, di Terjemahkan oleh Bey Arifin, 

Tarjamah Sunan Abi Dawud, h. 744 
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3) Haid dan hamil pada wanita 

Definisi haid menurut istilah adalah darah yang keluar dari 

kubul seorang wanita sehat yang sudah mencapai dewasa, dan 

menunjukkan bahwa wanita yang sudah haid itu berarti sudah 

mukallaf. Haid adalah merupakan  suatu pertanda untuk menentukan 

apakah wanita itu hamil atau tidak.44  

c. Telah sampai umur 15 tahun bagi laki-laki atau telah haid bagi 

perempuan.45 

 

 

                                                 
44  Jaziri, al, Abdurrahman, Fiqh Empat Madzhab, h. 267 
45  Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'I, h. 98 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA 

 TENTANG HUKUMAN PENCABULAN  YANG DILAKUKAN 

ANAK DI BAWAH UMUR 

 
A. Deskripsi Pengadilan Negeri Surabaya 

1. Status dan Kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya 

 
Pengadilan Negeri merupakan suatu pengadilan (yang umum) sehari-

sehari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari 

segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan 

penduduk (warganegara dan orang asing).1 

Wewenang Pengadilan Negeri terutama dalam mengadili perkara 

tindak pidana adalah berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak 

pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pengadilan negeri yang di 

dalam daerah hukumnya terdakwah bertempat tinggal, berdiam terakhir, di 

tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara 

terdakwah tersebut. 

Apabila seorang terdakwah melakukan beberapa tindak pidana dalam 

daerah hukum diberbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu 

masing-masing berwenang mengadili perkara pidana tersebut. 

                                                 
1 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. h. 337.  
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Terhadap beberapa perkara pidana yang saling bersangkutan dan 

dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum diberbagai pengadilan negeri, 

diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka 

kemungkinan penggabungan perkara tersebut. 

Dalam hal keadaaan daerah tidak diizinkan pengadilan negeri untuk 

mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala 

kejaksaan negeri yang bersangkutan, mahkamah agung mengusulkan kepada 

menteri kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain 

untuk mengadili untuk mengadili perkara yang dimaksud. Yang dimaksud 

dengan keadaan daerah tidak mengijinkan ialah antara lain tidak amannya 

daerah atau adanya bencana alam. 

Apabila seorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat 

diadili menurut hukum di Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

yang berwenang mengadilinya. KUHP kita menganut asas personalitas atau 

nasional aktif dan asas personalitas atau nasional pasif, yang membuka 

kemungkinan tindak pidana yang dilakukan diluar negeri dapat diadili 

menurut  KUHP. Dengan maksud agar jalannya peradilan tersebut dapat 

mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

berwenang mengadilinya.2 

                                                 
2 Ibid, h 378-379  
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Sedangkan yang dimaksud dengan asas personalitas aktif dan asas 

personalitas pasif itu adalah sebagai berikut, asas personalitas aktif adalah 

wewenang Negara untuk menuntut warga negaranya yang melakukan 

kejahatan (tertentu) diluar negeri. Dan untuk dapat menuntut warganegara 

kita diluar negeri maka diperlukan dulu penyerahannya oleh negera asing 

yang bersangkutan kepada kita. Sedangkan yang dimaksud dengan asas 

personalitas pasif adalah wewenang Negara Indonesia untuk mengadakan 

penuntutan terhadap siapapun juga diluar Indonesia juga terhadap orang 

asing diluar RI. Disini dipentingkan kepentingan hukum sesuatu Negara 

(keselamatan negara) yang dilanggar oleh seseorang. Oleh karena itu asas ini 

dinamakan asas perlindungan atau asas personalitas atau nasional pasif. Yang 

termasuk perbuatan yang dapat merugikan Negara Negara ialah: memalsukan 

uang Indonesia, Materai, Lambang Negara, cap Negara, surat hutang yang 

ditanggung Negara dan lain-lain. Hal ini diatur dalam KUHP pasal 4 (1,2,3), 

pasal 5 (1) sub 1, pasal 7 dan pasal 8.3 

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan pengadilan tingkat pertama 

yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan bertindak sebagai salah 

satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan. PN Surabaya 

menangani perkara perdata dan pidana di wilayah Surabaya. Terdapat 

beberapa pengadilan khusus yang berada dibawah PN Surabaya yaitu 

                                                 
3  Ibid, h 278-279. 
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Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan Hubungan 

Industrial dengan kewenangan dan wilayah hukum masing-masing. Ketua 

pengadilan dan panitera pengadilan pada PN Surabaya juga bertindak sebagai 

ketua pengadilan dan panitera pengadilan pada pengadilan-pengadilan khusus 

tersebut. 

Gedung utama PN Surabaya terletak di Jalan Raya Arjuno No. 16-18 

Surabaya, berdiri diatas lahan seluas 6960 m2. terdapat 11 ruang sidang di 

Gedung Utama PN Surabaya yang digunakan untuk menyidangkan perkara-

perkara pidana, perdata, niaga, hak asasi manusia, serta perkara-perkara 

pidana yang melibatkan anak. 

Sedangkan wilayah kekuasaan meliputi seluruh wilayah Kotamadya 

Surabaya yang dibagi dalam beberapa kecamatan, sebagaimana berikut ; 

a. Kecamatan Bubutan 

b. Kecamatan Genteng 

c. Kecamatan Simokerto 

d. Kecamatan Tegal Sari 

e. Kecamatan Krembangan 

f. Kecamatan Semampir 

g. Kecamatan Pabean Cantian 

h. Kecamatan Kenjeran 

i. Kecamatan Bulak 
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j. Kecamatan Gubeng 

k. Kecamatan Tambak Sari 

l. Kecamatan Rungkut 

m. Kecamatan Tenggilis Mejoyo 

n. Kecamatan Gunung Anyar 

o. Kecamatan Sukolilo 

p. Kecamatan Mulyorejo 

q. Kecamatan Wonokromo 

r. Kecamatan Wonocolo 

s. Kecamatan Karang Pilang 

t. Kecamatan Gayungan 

u. Kecamatan Jambangan 

v. Kecamatan Sawahan 

w. Kecamatan Asem Rowo 

x. Kecamatan Tandes  

y. Kecamatan Benowo 

z. Kecamatan Pakal 

aa. Kecamatan Sukomanunggal 

bb. Kecamatan Lakar Santri 

cc. Kecamatan Wiyung 

dd. Kecamatan Sambi Kerep 
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Ketua 

Wakil Ketua 

               
Panitera/Sekretaris 

Wakil PaniteraWakil Sekretaris 

 
Hakim 

Pan. 
Muda 

Kepala 
SubBag 

Kepala 
SubBag 

Kepala 
SubBag

Pan. 
Muda 

Pan. 
Muda 

Pan. 
Muda 

2. Struktur Organisasi  

Adapun struktur dan pejabat organisasi Pengadilan Negeri Surabaya 

tahun 2009 adalah sebagai berikut ; 
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Ketua     : Nyoman Gede Wirya, SH. 

Wakil Ketua    : Binsar Pakpahan, SH. 

Hakim     : 

Berlin Damanik, SH. M. Hum. 

Mulyanto, SH. 

Bachtiyar Sitompul, SH. 

Fery Fardiaman, SH. MH. 

Mohammad Zubaidi R, SH. 

Sutriyadi Yahya, SH. MH 

H. Ali Makki, SH. MH. 

Armindo Pardede, SH. MAP. 

Mohammad Legowo, SH. 

Belman Tambunan, SH. 
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H. Budi Susilo, SH. MH. 

I Wayan Suastrawan, SH MH. 

I Gusti Ngurah Astawa, SH. 

Nelson Pasaribu, SH. 

H. Ade Komaruddin, SH. M. Hum 

Mugiono, SH. 

Tri Hadi Budisatriyo, SH. 

H.Ahmad Ardianda Patria,SH.M. 

Hum 

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, SH. 

Titus Tandi, SH. 

Abu Rosyad, SH. 

Bambang Pramudwiyanto, SH. 

Elyta Ras Ginting, SH. LLM. 

Panitera/Sekretaris   : H. Moch Ichwan, SH. M. Hum 

Wakil Panitera    : Satrio Prayitno, SH. MH. 

Wakil Sekretaris    : Abdul Hamid, SH. MH. 

Panitera Muda Perdata   : Drs. Djamaluddin, SH. MH. 

Panitera Muda Pidana   : Judi Rusianto, SH. 

Panitera Muda Hukum   : Ny. M. Widhayati, SH. M. Hum 

Kasubag Umum    : Soes Hartiningsih, SH. M. Hum. 
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Kasubag Kepegawaian   : Sugeng Setiono, SH. 

Kasubag Keuangan   : Hj. Lidwina Herijati, SH. MH. 

 

B. Kronologis Kasus Pencabulan yang dilakukan Anak Di Bawah Umur 

Pada dasarnya kasus yang diteliti penulis adalah berkaitan dengan 

kejahatan kesusilaan atau kesopanan, yaitu pencabulan yang dilakukan anak di 

bawah umur terhadap anak di bawah umur. Di mana terdakwah adalah DE (14 

tahun), korban YA ( 12 tahun) diadili dalam sidang Pengadilan Anak. 

Pada tahun 2007 bertempat di waduk kalikundang dekat SMP 34 Wiyung 

Kotamadya Surabaya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Surabaya, dengan kronologis kejadian sebagai berikut ; 

Peristiwa ini terjadi pada hari sabtu dan tanggal 24 November 2007 

sekitar jam 19.30 WIB. Saat itu korban YA bermain kerumah temannya yang 

bernama SE  pada hari sabtu tanggal 24 November 2007 sekitar jam 15.00  WIB 

dengan alamat Kedurus, sekitar jam 19.30 WIB. 

Kemudian korban pulang dengan diantar oleh teman korban SE sampai di 

depan Gang rumahnya dan tidak sengaja bertemu dengan kakak kelas korban 

(A1) didepan gang rumah SE, kemudian korban diajak dan disuruh ikut dengan 

A1 korban tidak  mau akan tetapi dipaksa disuruh ikut naik keatas sepeda motor 

yang pada waktu itu A1 berboncengan dengan temannya yang bernama A2 dan 

pada waktu itu kaki korban diangkat dan dinaikkan keatas sepeda motor yang 
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mereka kendarai dan korban dibawa ke waduk sekolah 34 Perum Pratama 

Wiyung Surabaya. 

Setelah sampai di waduk korban disuruh turun dan korban bilang "saya 

ngapain dibawa kesini, saya mau pulang" lalu dijawab oleh A1 "kalau mau 

pulang kamu harus nurut ama aku, kalau tidak kamu saya jeburkan ke waduk dan 

tak (akan aku) tinggal dewekan (sendirian) disini", kemudian teman A1 yang 

bernama A3 datang dengan beberapa temannya dan setelah itu A3 membawa 

minuman yang tidak diketahui korban apa nama minuman itu, lalu mereka semua 

minum minuman yang dibawa oleh A3 dan setelah itu teman A1 yang korban 

tidak tahu namanya memaksa korban memaksa korban untuk meminum 

minuman tersebut sehingga korban pusing dan korban dalam keadaan sadar dan 

tidak sadar. 

Kemudian korban merasa merasa bahwa celana korban korban dibuka 

oleh saudara A3 dan korban merasa bahwa korban telah diperkosa oleh A1. Dan 

kemudian terdakwah atau tersangka atau pelaku DE melihat A1 dan korban 

keluar dari semak-semak dan duduk-duduk bersama, selanjutnya DE mendekati 

korban yang sedang duduk lalu DE merangkul leher korban dan DE menidurkan 

korban kemudian DE berbaring disebalah kiri korban, Selanjutnya DE menciumi 

bibir korban, sambil meraba-raba payudara korban lalu tangan kanan DE 

dimasukkan di celana dalam korban lalu jari tengah DE menyentuh vagina 
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korban dan terasa bawah, dan DE melakukan perbuatan cabul tersebut dihadapan 

teman-teman DE antara lain, A4, A5, A6 , dan A7. 

Kemudian setelah DE saudara A5 mencium bibir korban, selanjutnya 

saudara A4 mengajak korban kesemak-semak, dan saat itu karena ketakutan 

maka DE, A7, A1, A5 mendekati semak-semak dan DE melihat A4 sedang 

menyetubuhi korban, setelah A4 selesai menyetubuhi korban, DE dan teman-

temannya duduk-duduk, tiba-tiba datang A8 mengajak korban kebalik semak-

semak. DE tidak tahu apa yang mereka lakukan dan setelah A8 dan korban 

kembali bergabung lagi, DE mendengar A8 mengatakan "Wie enake..wie enake", 

yang tidak lama kemudian dating saudara A9 dan A3 yang selanjutnya mengajak 

atau membonceng korban pergi meninggalkan tempat mereka berkumpul, namun 

DE tidak tahu tujuan mereka, selanjutnya DE dan teman-teman yang lain (A1, 

A4, A5, A6 , A7 dan A8) pulang kembali kerumah masing-masing. 

Menurut penuturan korban yang paling terakhir melakukan pencabulan 

adalah saudara A3 dan teman-teman lainnya hanya menonton saja dan tidak ada 

yang menolong korban, dan waktu itu korban merasa sadar dan kesakitan pada 

saat A3 memperkosa korban, lalu korban berteriak minta tolong dan A3 dan 

teman-temannya melarikan diri, kemudian ada orang mancing diwaduk yang 

bernama C1 dengan alamat Jln. Kramat Gang II Rt. 03 Rw. 04 Kramat yang 

menolong korban, lalu korban diajak kerumahnya dan korban disuruh istirahat 
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dirumahnya dan besoknya pada hari Minggu tanggal 25 November Sekitar jam 

09.00 WIB korban diantar Pulang kerumah korban. 

Keesokan harinya setelah peristiwa semalam yang menimpa korban, C2 

kakak korban pergi kerumah korban bersama kakaknya C3 dan C4 sekitar jam 

10.30 dan bertemu langsung dengan korban kemudian C2 melihat korban pucat 

lalu C2 bertanya pada korban "kamu kenapa" dan dijawab oleh korban "saya 

diperkosa" dan C2 bertanya "saya diperkosa oleh A1 dkk" dan C2 bertanya kamu 

kok bisa diajak begitu, lalu korban menjawab "saya dipaksa dikasih minuman 

oleh saudara A1" dan C2 bertanya lagi kamukan bias minta tolong dan berontak 

pada saat kejadian perkosaan tersebut dan dijawab oleh saudari korban "saya 

tidak berani karena saya dipaksa dan kalau tidak menuruti saya di ceburkan di 

piaduk". Kemudian C2 bilang ke saudara C5 dan C5 menyuruh untuk melaporkan 

kejadian perkosaan tersebut kepada pihak berwajib, kemudian C2 dan korban 

melaporkan kejadian itu ke Polres Surabaya Selatan guna proses lebih lanjut. 

 

     
C. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Pencabulan yang 

Dilakukan Anak di Bawah Umur 

 
Di dalam persidangan perkara pencabulan yang dilakukan anak di bawah 

umur di Pengadilan Negeri Surabaya. Persidangan dipimpin oleh I Wayan 

Supatha, SH. MH. Sebagai Hakim atau Ketua Majelis, Aris Wibowo, SH sebagai 

Panitera Pengganti, dan Racmawati Muridong, SH. sebagai Jaksa. 
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Alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan adalah : 

Alat-alat bukti ini berdasarkan hasil pemeriksaan visum et-repectum No. 

Pol: VER/ 327/ XI/ 2007/ Rumkit tanggal  25  November 2007 yang dibuat dan 

ditanda tangani oleh Dr. Udjianto, Sp.OG. selaku dokter pada RS Bhayangkara 

H.S. Samsoeri Moertojoso, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dengan 

kesimpulan ; 

1. Selaput darah tidak ada robekan 

2. Pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. 

3. Spermatozoa Negatif. 

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan ini adalah ; 

1. YA sebagai korban 

2. C2 sebagai kakak korban 

3. A1 sebagai pelaku 

4. A4 sebagai pelaku 

5. A5 sebagai pelaku 

6. A6 sebagai saksi 

Kemudian yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan tuntutan 

pidana adalah : 

 Hal-hal yang memberatkan ; 

a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 

b. Korban masih trauma dengan kejadian tersebut 
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 Hal-hal yang meringankan ; 

a. Terdakwa belum pernah dihukum. 

b. Terdakwa masih muda usia 

c. Mengaku terus terang 

Berdasarkan surat tuntutan pada tanggal 28 Januari 2008 NO.REG. 

PERK : PDM-2176/SBAYA/1/2008. Jaksa Penuntut Umum meminta kepada 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan mengadili terdakwa 

DE, dengan ; 

1.  Didakwakan dengan pasal dakwaan 290 (2) e KUHP – pertama atau 81 UU RI 

No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 

(sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara 

dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 

Alasan atau keterangan dakwaan dalam surat tuntutan pada tanggal 28 

Januari 2008 NO.REG. PERK : PDM-2176/SBAYA/1/2008. ada didalam surat 

dakwaan pada tanggal 3 Januari 2008 REG PERKARA : PDM – 

2176/EP.2/12/2007, yaitu : 

Dakwaan pertama 290 (2) e KUHP: 

Bahwa terdakwah DE pada hari sabtu tanggal 24 Nopember 2007 sekira 

jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2007 

bertempat diwaduk kali kunjang dekat sekolahan SMPN 34 Jl. Pratama Wiyung 

Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih temasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan cabul dengan 
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seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya 

belum lima belas tahun atau belum dewasa, bahwa belum mampu dikawin. 

Dakwaan kedua pasal 81 (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 : 

Bahwa terdakwah DE pada hari sabtu tanggal 24 November 2007 sekira 

jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2007 

bertempat diwaduk kali kunjang dekat sekolahan SMPN 34 Jl. Pratama Wiyung 

Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih temasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain. 

Dengan tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum kepada Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan pertimbangan yang memberatkan dan 

meringankan serta berdasarkan Alat-alat bukti ini hasil pemeriksaan visum et-

repectum No. Pol: VER/ 327/ XI/ 2007/ Rumkit tanggal  25  November 2007 

yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Udjianto, Sp.OG. selaku dokter pada 

RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Moertojoso, dokter spesialis kebidanan dan 

kandungan 

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/ Pid.B/ 2008/ PN.SBY. Pada 

tanggal 4 Pebruari 2008, mengadili terdakwa DE menyatakan bahwa terdakwa 

tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

Pencabulan 

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, membebankan biaya 

perkara kepada terdakwah sebesar 1.000.00,- (seribu rupiah) dan menghukum 

denda terhadap terdakwah sebesar 1.000.00,- (seribu rupiah). 
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BAB IV 

ANALISIS  UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN 

ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM 

PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PERKARA 

PENCABULAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR 

 
 
 
A. Analisis Terhadap  Putusan Hakim 

Kekerasan seksual pada anak, yaitu dalam bentuk pencabulan 

merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus, karena 

kasus ini merupakan masalah sosial yang serius dan berdampak luas di 

masyarakat. Ukuran untuk menilai suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan 

tergantung pada nilai-nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam 

masyarakat, tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi manusia. 

Di dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan yang 

dilakukan anak di bawah umur, yang terjadi di di waduk kalikundang dekat 

SMP 34 Wiyung Kotamadya Surabaya No. 33/ Pid.B/ 2008/ PN.SBY. Hakim 

Pengadilan Negeri Surabaya menjerat pelakunya berdasarkan pada ketentuan 

Pasal 290 KUHP, yang berbunyi ; 

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun” 

1 : Barangsiapa melakukan perbuaatan cabul dengan seorang, padahal 
diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. 
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2 :  Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal  
diketahuinya atau sepatutnya atau diduganya bahwa umurnya 
belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang 
bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. 

3 : Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau 
sepatutnya menduganya bahwa umur orangnya belum lima belas 
tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum 
waktunya kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan 
orang lain. 

 
Pasal ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Barang siapa 

Unsur barang siapa yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang ini 

adalah siapa saja atau orang sebagai pelaku perbuatan pidana yang 

memenuhi seluruh unsur pasal dimaksud, di mana dalam perkara ini 

unsur setiap orang tersebut adalah menunjuk pada terdakwa DE, yang 

secara obyektif di muka persidangan telah mengakui identitasnya yang 

tercantum dalam dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi korban dan 

saksi-saksi lain adalah benar, terdakwa adalah pelaku tindak pidana 

sebagaimana dalam surat tuntutan. 

b. Dengan sengaja 

Unsur dengan sengaja dalam perkara ini adalah suatu kesengajaan 

sebagai maksud dan kesengajaan sebagai tujuan yaitu melakukan 

pencabulan terhadap anak dibawah umur, di mana terdakwa dapat 

mengerti dan menginsafi akan tindakannya. 
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Dalam persidangan kesengajaan itu telah dapat dibuktikan dengan 

perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa terhadap korban, 

berdasarkan keterangan saksi A4 dan keterangan saksi lainnya bahwa 

terdakwa DE telah mencabuli korban dengan cara merangkul leher 

korban dan DE menidurkan korban kemudian DE berbaring disebalah kiri 

korban, Selanjutnya DE menciumi bibir korban, sambil meraba-raba 

payudara korban lalu tangan kanan DE dimasukkan di celana dalam 

korban lalu jari tengah DE menyentuh vagina korban dan terasa bawah, 

dan DE melakukan perbuatan cabul tersebut dihadapan teman-teman DE 

antara lain, A4, A5, A6 , dan A7. Dengan demikian unsur tersebut 

terpenuhi. 

Sebelum Hakim memutuskan perkara pencabulan ada beberapa 

pertimbangan yang bisa memberatkan dan meringankan terdakwa dari 

tuntutan jaksa penuntut umun, yang mana terdakwa pada pada tanggal 3 

Januari 2008 REG PERKARA : PDM – 2176/EP.2/12/2007 di dakwa dengan 

290 (2) e KUHP – pertama atau 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak.  

Dikarenakan pertimbangan pelaku masih di bawah umur, yakni DE 

(14 tahun) dan berdasarkan penelitian kemasyarakatan untuk sidang 

Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan (BAPAS) klas I 

Surabaya, yang memberikan saran klien dijatuhi dengan pidana bersyarat, 
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sesuai dengan U.U.R.I. No. 3 tahun 1997 pasal 29 ayat 1 U.U.R.I. No. 23 

tahun 2002 pasal 16 serta U.U.R.I. No. 4 tahun 1979 pasal 6, yang berbunyi: 

U.U.R.I. No. 3 tahun 1997 pasal 29 ayat 1 
(1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara 
yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. 
 
U.U.R.I. No. 23 tahun 2002 pasal 16 
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi. 
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum. 
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 
dilakukan sebagai upaya terakhir. 
 
U.U.R.I. No. 4 tahun 1979 pasal 6 
(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan 
yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi 
dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. 
(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), 
juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan 
pelanggaraan hukum berdasarkan keputusan hakim. 
 

Dengan pertimbangan: 

a. Klien masih berusia muda dan berstatus pelajar SMP kelas II seta 

baru sekali menjalani proses hukum dan masa depannya masih 

panjang. 

b. Klien menyesali perbuatannya yang melanggar hukum serta akan 

lebih berhati-hati dalam bertindak dan bila masalahnya telah selesai 

klien ingin bersekolah lagi. 
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c. Pihak keluarga sanggup untuk lebih meningkatkan pengawasan dan 

pembinaan serta bimbingan terhadap klien. 

d. Pihak sekolah sangat proaktif agar klien tetap mengikuti kegiatan 

belajar disekolah. 

e. Pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia membantu 

memberikan pengarahan dan pembinaan kepada klien. 

Maka putusan yang diberikan hakim adalah berdasarkan 

pertimbangan sebagai berikut ; 

 Hal-hal yang memberatkan ; 

a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 

b. Korban masih trauma dengan kejadian tersebut 

 Hal-hal yang meringankan ; 

a. Terdakwa belum pernah dihukum. 

b. Terdakwa masih muda usia 

c. Mengaku terus terang 

Serta berdasarkan Alat-alat bukti ini berdasarkan hasil pemeriksaan 

visum et-repectum No. Pol: VER/ 327/ XI/ 2007/ Rumkit tanggal  25  November 

2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Udjianto, Sp.OG. selaku dokter 

pada RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Moertojoso, dokter spesialis kebidanan dan 

kandungan, dengan kesimpulan ; 

1. Selaput darah tidak ada robekan 
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2. Pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. 

3.  Spermatozoa Negatif. 

Maka dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan pertimbangan yang 

telah diuraikan diatas Hakim memutuskan perkara pencabulan tersebut 

Berdasarkan KUHP pasal 290 dan berdasarkan hasil penyidikan, hakim di 

Pengadilan Negeri Surabaya telah memutus untuk memberi hukuman dengan 

pidana penjara selama 6 (enam) bulan, membebankan biaya perkara kepada 

terdakwah sebesar 1.000.00,- (seribu rupiah) dan menghukum denda terhadap 

terdakwah sebesar 1.000.00,- (seribu rupiah). 

Hukuman yang diberikan hakim ini sudah sesuai dengan ketentuan 

undang-undang yang berlaku, lebih khususnya lagi masalah yang menyangkut 

anak, hakim tidak boleh asal memutus karena berkaitan langsung dengan 

masa depan anak, agar dia dapat memperbaiki perilakunya, selain itu pula 

agar dia dapat tumbuh dan berkembang seperti anak yang lainnya. Jika 

melihat dari aspek kerugian yang dialami korban, hukuman itu tidak sesuai 

dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Tetapi kalau ditinjau dari hukuman 

yang diberikan hakim kepada pelaku tersebut, hukuman itu bersifat 

mendidik, cukup menjerakan (represif) dan mencegah (preventif) untuk 

pelaku yang masih dibawah umur. 

B. Analisis Penerapan Undang-undang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri 

Surabaya 
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Keberadaan UU No. 23 tahun 2002 merupakan aturan tentang 

Perlindungan Anak, yaitu mengatur tentang segala kegiatan  untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat dia hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Penekanan UU No. 23 tahun 2002 adalah untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya serta mendapat perlindungan dari tindakan 

kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, di dalam UU No. 23 tahun 2002 

terdapat seperangkat aturan tentang perlindungan anak, serta sanksi-sanksi 

yang dijatuhkan bagi terhadap pelanggar ketentuan undang-undang tersebut. 

Dengan adanya undang-undang perlindungan anak, diharapkan setiap 

Pengadilan Negeri menerapkan undang-undang ini dalam perkara pidana 

yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya yang masih di bawah umur. 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, UU No. 23 tahun 2002 belum 

diterapkan di Pengadilan Negeri Surabaya terutama dalam kasus pencabulan 

yang  dilakukan oleh anak dibawah umur. Terutama pasal yang didakwakan 

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam SURAT DAKWAAN REG PERKARA : 

PDM-2176/EP12/12/2007, yaitu pasal 81 (1) UU.RI No. 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak, karena tidak memenuhi unsur dengan segaja 
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melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

Menurut pasal 81 (1) UU.RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak, jika tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur ini 

dijerat dengan pasal ini maka hukumannya adalah dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta didenda paling 

banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 

60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dan hukuman ini akan dirasa sangat 

berat oleh terdakwah yang usianya masih 14 tahun. 

C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya  

Tentang Pencabulan Yang di Lakukan Oleh Anak di Bawah Umur. 

 
Dalam hukum pidana Islam, anak di bawah umur khususnya periode 

mumayyiz (tidak mempunyai kemampuan berpikir) tidak dimintai 

pertanggungjawaban pidana, sebab pertanggungjawaban pidana berdasarkan 

kemampuan berfikir dan memilih. Di samping itu pula ia akan terbebas dari 

hukuman had  (hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan 

hak Allah, seperti jarimah zina) sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan 

oleh Imam Ahmad dan Abu Daud yang artinya dari Aisya ra. Ia berkata: 

telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 74

orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, 

dan dari anak kecil sampai ia dewasa.1 

 Dari uraian hadīś di atas, maka hanya manusia yang berakal pikiran, 

dewasa, dan kemauan sendiri yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. 

Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, orang 

gila, orang yang hilang kemauannya, orang yang dipaksa atau terpaksa. 

Namun karena Islam tidak mengesampingkan kepentingan 

masyarakat dan suka kedamaian, maka anak di bawah umur dapat dijatuhi 

hukuman ta‘zīr  atau hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa 

(maksiat) yang hukumnya belum ditentukan oleh syara'2. Tetapi dalam 

rangka mendidik dan mengarahkan kepada kemaslahatannya.  

Menurut analisis penulis, yang bersumber dari data-data terkumpul 

dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara pencabulan dalam hukum 

Islam adalah ta‘zīr. Pada saat ini ta‘zīr  adalah hukuman yang diberikan oleh 

hakim atau pemerintah (ulil amri) untuk menetapkannya3. Maka dalam 

perkara ini hakim memiliki wewenang untuk menyelesaikan dan memutus 

perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini 

berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat  49    berikut : 

                                                 
1  Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),  

h. 74-75. 
2  Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 249. 
3  Ibid, h. 254. 
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Artinya :  “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka.” (QS. Al-Maidah ayat 49)  

 
Dalam perkara ini hukuman yang diberikan hakim bersifat preventif 

(pencegahan) atau ta'dibiyah (pengajaran), karena pelaku adalah anak di 

bawah umur khususnya pada masa kemampuan berpikir lemah (seperti yang 

diuraikan di BAB II).  

Hukum Pidana Islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, 

menerapkan hukuman dengan tujuan untuk pencegahan serta balasan, 

perbaikan dan pengajaran. Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah tidak 

melakukan dan mengulangi perbuatannya lagi. Disamping itu, juga 

merupakan tindakan preventif (pencegahan) bagi orang lain untuk tidak 

melakukan hal yang sama.4 

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep 

tujuan disyari’atkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat 

dan sekaligus menegakkan keadilan. Dalam jarīmah ta‘zīr hakim dalam  

memberi hukuman sebatas sesuai dengan kepatutan dan sifatnya merupakan 

upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai.5 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan putusan 

hakim sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukuman bagi 

                                                 
4 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). h. 63.  
5  Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 129. 
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anak di bawah umur cukup bersifat mendidik dan mencegah, dan tidak 

dibenarkan memberikan hukuman had atau "hukumat berat". 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76 

BAB V 

P E N U T U P 

 
A. Kesimpulan 

Dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Putusan hakim dalam menjatuhkan perkara No. 33/ Pid.B/ 2008/ PN.SBY  

bagi pelaku pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur dengan 

memvonis pidana penjara selama 6 (enam) bulan, membebankan biaya 

perkara kepada terdakwa sebesar 1.000.00,- (seribu rupiah) dan menghukum 

denda terhadap terdakwa sebesar 1.000.00,- (seribu rupiah), hakim juga 

berdasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan pada hal-hal 

yang meringankan. Maka hakim di Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan 

pasal 290 KUHP pada terdakwa. 

2. Dalam UU perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 bila memenuhi unsur 

dengan segaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana 

yang ada dalam SURAT DAKWAAN REG PERKARA : PDM-

2176/EP12/12/2007. Maka terdakwa bisa dijatuhi dengan hukuman pidana 

penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta didenda paling 

banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 

60.000.000 (enam puluh juta rupiah). 
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3. Dalam Hukum Pidana Islam tidak membolehkan untuk menjatuhkan 

hukuman pidana bagi anak di bawah umur, tetapi dalam rangka mendidik dan 

mengarahkan kepada kemaslahatan, maka anak di bawah umur dapat dijatuhi 

hukuman ta‘zīr. Dengan tujuan pelaku jarimah ta'zir tidak melakukan dan 

mengulangi perbuatannya lagi. Disamping itu, juga merupakan tindakan 

preventif (pencegahan) bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. 

  
B. Saran 

1. Bagi penegak hukum agar lebih cermat, adil, cepat dan singkat dalam 

menyelesaikan masalah-masalah atau kasus-kasus yang disidangkan dan akan 

diputuskan di Pengadilan Negeri Surabaya 

2. Bagi penegak hukum agar dapat melindungi hak-hak anak sebagaimana 

dalam undang-undang tersebut, mendidik dan memberikan pengetahuan 

hukum kepada anak agar anak tahu hal-hal yang melanggar hukum dapat 

dikenakan sanksi pidana serta supaya terdakwa yang masih anak-anak tidak 

mengulangi kembali perbuatannya. 

3. Bagi orang tua agar lebih cermat dalam mengawasi anak dalam 

kesehariannya terutama dalam bergaul dan memilih teman, serta mendidik 

akan perbuatan yang boleh dan tidak dilakukan oleh anak-anak. 
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4. Bagi Masyarakat, agar memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak 

bila melakukan pergaulan dilingkungan masyarakat, karena anak sangat 

mudah terpengaruh dengan apa yang dilihatnya dan diamatinya. Dan seorang 

anak memiliki kecenderungan untuk meniru atas apa yang telah ia lihat dan 

ia amati itu. 
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